
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  17  TAHUN  2010  

TENTANG 
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12        

ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 
ayat (4), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 
ayat (3), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 
ayat (6), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 41 
ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 50 
ayat (7), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 
ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), Pasal 62 
ayat (4), Pasal 65 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (3)   
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik   Indonesia Tahun 1945;  

  2. Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang  
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor  4301); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN 
DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. 

BAB I . . . 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan 
kewenangan dalam penyelenggaraan sistem 
pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah 
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, 
penyelenggara pendidikan yang didirikan 
masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses 
pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan 
pendidikan nasional.  

2. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan 
pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada 
satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, 
dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat 
berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan 
nasional.  

3. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 
sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan 
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan 
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

4. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak 
usia dini pada jalur pendidikan formal yang 
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak 
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) 
tahun. 

5.  Raudhatul . . . 
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5. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak 
usia dini pada jalur pendidikan formal yang 
menyelenggarakan program pendidikan dengan 
kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) 
tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.  

6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang 
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan tinggi. 

7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada 
jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang 
pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada 
satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan 
Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat 
serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan 
pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah 
Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau 
bentuk lain yang sederajat. 

8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada 
jenjang pendidikan dasar. 

9. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 
dalam binaan Menteri Agama yang 
menyelenggarakan pendidikan umum dengan 
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan 
dasar. 

 

 
10.   Sekolah . . . 
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10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya 
disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar 
sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang 
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui 
sama atau setara SD atau MI. 

11. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat 
MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 
formal dalam binaan Menteri Agama yang 
menyelenggarakan pendidikan umum dengan 
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan 
dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain 
yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang 
diakui sama atau setara SD atau MI. 

12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan 
pada jalur pendidikan formal yang merupakan 
lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah 
Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah 
Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan 
atau bentuk lain yang sederajat. 

13. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat 
SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum 
pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan 
dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau 
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara 
SMP atau MTs. 

14. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 
dalam binaan Menteri Agama yang 
menyelenggarakan pendidikan umum dengan 
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan 
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau 
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil 
belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 

15.   Sekolah . . . 
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15. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya 
disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan 
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau 
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil 
belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 

16. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya 
disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama 
yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan 
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang 
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, 
MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan 
dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP 
atau MTs. 

17. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada 
jalur pendidikan formal setelah pendidikan 
menengah yang dapat berupa program pendidikan 
diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, 
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

18. Politeknik adalah perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam 
sejumlah bidang pengetahuan khusus. 

19. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau 
vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan 
jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan 
pendidikan profesi. 

20. Institut adalah perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau 
pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika 
memenuhi syarat dapat menyelenggarakan 
pendidikan profesi. 

21.   Universitas . . . 
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